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1. Latar Belakang

Persoalan kemiskinan hampir dihadapi oleh semua negara, terutama di
negara berkembang. Kemiskinan berkorelasi langsung dengan kerawanan sosial.
Negara yang penduduknya miskin umumnya memiliki tingkat kejahatan yang tinggi.
Negara gagal adalah sebutan untuk negara yang sebagian besar penduduknya
miskin dan pemerintahannya tidak mampu mengatasi berbagai kejahatan yang
disebabkan oleh kemiskinan.

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga menghadapi masalah
kemiskinan. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tantangan dan tugas berat
yang dihadapi bangsa Indonesia. Setelah 76 tahun Indonesia merdeka persoalan
kemiskinan masih dihadapi oleh sebagian rakyat Indonesia. Berdasarkan data
Badan Pusat Statistik (BPS) RI, jumlah penduduk miskin pada September 2020
sebesar 27,55 juta orang. Jumlah ini meningkat 2,76 juta orang dibandingkan posisi
September 2019." Peningkatan jumlah penduduk miskin ini disebabkan pandemi
Covid-19 yang mengakibatkan banyak penduduk yang kehilangan pekerjaan dan
kesulitan mencari nafkah.

Dari sisi sebaran persentase penduduk miskin di perkotaan dan perdesaan
terjadi perbedaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2020 berada
di angka 7,38 persen dan naik menjadi 7,88 persen pada September 2020.
Sementara persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2020 sebesar
12,82 persen dan naik menjadi 13,20 persen pada September 2020. Dengan
demikian tingkat kemiskinan di desa lebih tinggi dari pada tingkat kemiskinan di
kota. Hal ini erat kaitannya dengan ketersediaan lapangan pekerjaan dan
kemudahan mencari sumber penghidupan yang umumnya lebih mudah diperoleh
di kota.

BPS menggunakan konsep basic needs approach untuk mengukur

kemiskinan di Indonesia, yakni ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

1 BPS, “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen” (BPS,
2021). Lihat https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-
september-2020-naik-menjadi-10-19-persen. Artikel diakses pukul 05.05 WIB pada Selasa, 11 Mei
2021.




kebutuhan dasar baik makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi
pengeluaran. Penduduk dikatakan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per
kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan
dihitung dengan menjumlahkan nilai kebutuhan minimum makanan yang
disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari atas Garis Kemiskinan
Makanan (GKM) dan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, dan
kesehatan atau Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM).2 BPS mencatat bahwa
peningkatan jumlah dan persentase penduduk miskin memasuki tahun 2020 antara
lain disebabkan meningkatnya harga barang kebutuhan pokok seperti beras, daging
ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir sebagai akibat kenaikan
harga BBM serta meluasnya pandemi Covid-19.

Melihat angka kemiskinan dan kriteria kemiskinan yang dibuat BPS terlihat
bahwa unsur utama untuk mengukur kemiskinan adalah ketidakmampuan
mengakses bahan kebutuhan pokok sejumlah kalori yang dibutuhkan. Padahal
ukuran kemiskinan tidak semata-mata persoalan pemenuhan kebutuhan makanan.
Kriteria kemiskinan dan penyebab kemiskinan menjadi penting terkait dengan
upaya bagaimana pemerintah mengentaskan kemiskinan. Tidak mampu
menyekolahkan anak, tidak memiliki akses terhadap air bersih, tidak memiliki
pekerjaan/pengangguran, tidak mampu membeli pakaian, tidak mampu berobat,
tidak memiliki rumah yang layak huni adalah beberapa tolok ukur yang mudah
diketahui untuk mengategorikan penduduk miskin.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) Rl mencatat, Indonesia
merupakan salah satu negara dengan kinerja ekonomi tertinggi di Asia dengan rata-
rata tingkat pertumbuhan (PDB) sebesar 5 - 7 persen per tahun sampai dengan
sebelum pandemi Covid-19. Namun pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi
tersebut belum mampu mengentaskan kemiskinan. Bahkan ada kecenderungan
kesenjangan antara yang kaya dan yang yang miskin semakin lebar. Dengan
adanya pandemi angka kesenjangan antara penduduk miskin dan kaya di Indonesia
semakin melebar. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, gini ratio pada Maret 2020

angkanya 0,381 meningkat menjadi 0,385 pada September 2020.

2 BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat 2020, h. 150-152.



Pengentasan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama. Apalagi,
Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 telah
mengamanahkan pemerintah untuk memajukan dan terciptanya kesejahteraan
umum (sosial) guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.?
Dalam konteks itulah, pelaksanaan perlindungan sosial bagi seluruh penduduk
Indonesia merupakan keniscayaan.

Sejak terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998, Indonesia memiliki sistem
perlindungan sosial yang diawali dengan kebijakan Jaring Pengaman Sosial
nasional (JPS). Sistem perlindungan sosial yang terdiri dari program jaminan sosial
dan bantuan sosial ini terus mengalami perkembangan.

Definisi perlindungan sosial dan bentuknya hingga jaminan sosial dan
bentuknya telah tertera dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (UU Kesejahteraan Sosial). Berdasarkan UU ini, perlindungan
sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan
dasar minimal. Perlindungan sosial dilaksanakan melalui tiga bantuan sosial,
advokasi sosial; dan/atau bantuan hukum.*

Pelaksanaan bantuan sosial dimaksudkan agar masyarakat yang mengalami
guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Pemberian
bantuan sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam tiga bentuk, yaitu
bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan.
Khusus bantuan sosial, bentuknya antara lain yakni makanan pokok, pakaian,
tempat tinggal (rumah penampungan sementara), dana tunai, perawatan kesehatan
dan obat-obatan, akses pelayanan dasar (kesehatan, pendidikan), bimbingan

teknis/supervisi, dan penyediaan pemakaman.

3 Pembukaan (Preambule), Pasal 28C, Pasal 31 ayat (5), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-
Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945.

4 Pasal 1 ayat (9) dan ayat (11), Pasal 6, Pasal 9, Pasal 14, Pasal 15, dan Penjelasan Pasal
15 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(UU Kesejahteraan Sosial).



UU Kesejahteraan Sosial turut mengamanahkan tentang pengentasan
kemiskinan yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
yang layak bagi kemanusiaan.®

Untuk penyelenggaraan kesejahteraan termasuk di dalamnya pelaksanaan
perlindungan sosial berupa bantuan sosial, menjadi tanggung jawab pemerintah
pusat dalam hal ini Menteri Sosial, termasuk di antaranya mengalokasikan
anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta
tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, bupati, dan wali kota,
termasuk mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).6

Pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan turunan di antaranya
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Berikutnya, untuk pelaksanaan bantuan
sosial, terdapat Peraturan Menteri Keuangan Rl Nomor 254/PMK.05/2015 tentang
Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga sebagai telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016. Ruang lingkupnya
mencakup mengenai pengalokasian, pencairan, penyaluran, dan
pertanggungjawaban belanja bantuan sosial pada kementerian negara/lembaga
yang bersumber dari APBN. Selain itu, ada pula Peraturan Presiden Nomor 63
Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Rl Nomor 63 Tahun
2013 tentang Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah yang
merupakan turunan dari UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir
Miskin. Dari sisi Kementerian Sosial Rl, Menteri Sosial telah menerbitkan di
antaranya Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman
Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu, Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem
Layanan dan Rujukan Terpadu untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak

5 Pasal 19 - Pasal 23 UU Kesejahteraan Sosial.
6 Pasal 24-Pasal 31 UU Kesejahteraan Sosial.



Mampu, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran
Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial.

Sepanjang tahun 2018 hingga tahun 2021, belanja bantuan sosial pada
Kementerian Sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Rincian
realisasi Rp 39.109.574.370.000 pada tahun 2018, alokasi Rp 54.300.524.133.000
dan realisasi sekitar Rp 58 triliun pada tahun 2019, dan realisasi sekitar Rp
128,0528 triliun pada tahun 2020 (per 28 Desember), dan alokasi Rp 91,005 triliun
pada tahun 2021.7

Alokasi dan realisasi belanja bantuan sosial pada Kementerian Sosial itu harus
diupayakan secara cermat agar tepat sasaran. Indentifikasi, verifikasi, dan validitas
kriteria orang miskin pada Kementerian Sosial, serta penggunaan data penduduk
miskin berupa Basis Data Terpadu (BDT) yang telah berganti menjadi Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemadanan DTKS dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil
(Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri RI tidak boleh dikesampingkan. Pentingnya
pemanfaatan NIK dalam konteks penyaluran bantuan sosial dan pemadanan DTKS

dengan NIK tidak bisa ditawar-tawar lagi.

2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang di atas, maka penulis membatasi permasalahan terkait
dengan upaya Kementerian Sosial Rl dalam penyaluran bantuan sosial secara
efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin di Indonesia. Dari sini, penulis
menyusun tiga pertanyaan kajian yang diharapkan mampu menjelaskan fenomena
tersebut, yakni:
a. Apakah kebijakan penyaluran bantuan sosial kepada penduduk miskin

sudah berjalan dengan efektif dan mampu mengentaskan kemiskinan?

7 Kementerian Sosial (Kemensos), Laporan Tahunan 2018: Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial (Jakarta: Kemensos, 2019), h. 5 dan h. 41. Kemensos, "Risma: Awal Tahun
2021, Tiga Bansos Salur Serentak Seluruh Indonesia" (Kemensos, 2020). Lihat
https://kemensos.go.id/ar/risma-awal-tahun-2021-tiga-bansos-salur-serentak-seluruh-indonesia.
Kemensos, "Kemensos Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden, Akselerasi Penyerapan Anggaran di
Awal Tahun 2021" (Kemensos, 2020). Lihat https://kemensos.go.id/ar/kemensos-siap-tindak-lanjuti-
arahan-presiden-akselerasi-penyerapan-anggaran-di-awal-tahun-2021. Dua artikel pada laman
Kemensos diakses pukul 07.38 pada Selasa, 11 Mei 2021. Sabir Laluhu, "Satu Data Kependudukan
Menuju Kesejahteraan" (Kumparan.com, 2020). Lihat https://kumparan.com/sabir-laluhu/satu-data-
kependudukan-menuju-kesejahteraan-1sstSWwQMnw. Artikel di Kumparan.com diakses pukul
08.00 WIB pada Selasa, 11 Mei 2021.




b. Apakah identifikasi, verifikasi, dan validasi penduduk miskin sudah dilakukan

dengan benar?

Dengan demikian, penulis memformulasikan rumusan masalah untuk menjelaskan,
‘Bagaimana penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat?”

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud. Maksud penulisan Taskap ini untuk menganalisis dan
menjelaskan secara komprehensif, upaya dan tindakan penyaluran
bantuan sosial oleh Kementerian Sosial yang efektif dan tepat sasaran
kepada masyarakat yang benar-benar berhak disertai dengan pemadanan
data penduduk miskin dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Selain
juga guna mewujudkan bantuan sosial untuk usia produktif. Jadi, tidak
semata bantuan sosial berupa sembako untuk bertahan hidup. Tapi,
bagaimana bantuan sosial bisa menjadi stimulus untuk meningkatkan
kesejahteraan.

b. Tujuan. Penulisan Taskap ini bertujuan untuk mengetahui proses
penyaluran bantuan sosial oleh Kementerian Sosial yang efektif dan tepat
sasaran serta memberikan sumbangsih pemikiran penulis kepada
pemangku kebijakan untuk bertindak secara benar dalam penyaluran

bantuan sosial kepada masyarakat.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika

a. Ruang lingkup. Untuk pembahasan dalam kajian ini, penulis membatasi
pada: penyaluran bantuan sosial yang dilaksanakan Kementerian Sosial
(Kemensos) yang efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat miskin di
Indonesia pada rentang tahun 2019 hingga tahun 2021.

b. Sistematika. Dalam penulisan kajian ini, penulis menyusun sistematika
penulisan Taskap sebagai berikut:
1) BAB | Pendahuluan. Meliputi latar belakang kajian, rumusan masalah

disertai tiga pertanyaan kajian, maksud dan tujuan kajian, ruang lingkup



dan sistematika penulisan, dan metode penelitian beserta pendekatan
yang digunakan.

2) BAB Il Tinjauan Pustaka. Menguraikan tentang penjelasan secara
umum, peraturan perundang-undangan yang dipergunakan dan
relevan dengan judul atau tema kajian, kerangka teoritik berupa empat
teori yang dipakai yaitu teori masyarakat, teori kemiskinan, teori
kesejahteraan masyarakat (sosial), dan teori bantuan sosial, data dan
fakta yang diperoleh penulis selama proses penelitian kajian baik
primer maupun sekunder, perkembangan nasional sehubungan
dengan penyaluran atau distribusi bantuan sosial.

3) BAB lll Pembahasan. Di bab ini penulis mengulas dan menguraikan
berbagai temuan untuk menjawab tiga pertanyaan kajian yang ada
pada rumusan masalah. Masing-masing yaitu, pertama, upaya dan
efektivitas Kementerian Sosial RI menyalurkan bantuan sosial kepada
masyarakat yang berhak. Kedua, proses indentifikasi, verifikasi, dan
validitas kriteria orang miskin untuk memastikan masyarakat yang
berhak mendapatkan bantuan sosial. Ketiga, pemadanan data
penduduk miskin di Kementerian Sosial Rl dengan data Nomor Induk
Kependudukan (NIK) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Rl sangat diperlukan untuk
penyaluran bantuan sosial. Tiga pembahasan ini pun akan dikaitkan
dengan penyaluran bantuan sosial untuk usia produktif agar menjadi
stimulus untuk meningkatkan kesejahteraan.

4) BAB IV Penutup. Penulis menuangkan kesimpulan hasil kajian dan
saran perbaikan sehubungan dengan penyaluran bantuan sosial oleh
Kementerian Sosial yang efektif dan tepat sasaran kepada masyarakat

yang berhak untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

5. Metode dan Pendekatan
a. Metode
Dalam penulisan kajian ini, penulis menggunakan metode analisis
kualitatif dengan narasi deskriptif. Lexy. J. Moleong (2010) mengutip
Bogdan dan Taylor (1975:5), bahwa metodologi penelitian kualitatif



merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa
kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati
peneliti. Pendekatan metode ini diarahkan pada latar dan individu tersebut
secara holistik (utuh).

Menurut Moleong, metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan pengamatan, wawancara, dan/atau penelaahan dokumen. Ada
tiga pertimbangan mengapa metode ini dipakai. Di antaranya yakni metode
ini menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden
serta penyesuaian diri dengan penajaman pengaruh terhadap pola-pola
nilai yang dihadapi.®

Penulis menggunakan metode kualitatif, agar dapat mengetahui
secara lebih rinci dan utuh tentang penyaluran bantuan sosial yang
dilaksanakan Kementerian Sosial, lebih khusus terkait dengan bantuan
sosial usia produktif agar menjadi stimulus bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Dengan metode ini, penulis menggunakan data-data primer
dan sekunder, termasuk melakukan diskusi pada saat rapat kerja dengan
Menteri Sosial Tri Rismaharini dan/atau Direktur Jenderal Perlindungan
dan Jaminan Sosial (Linjamsos) atau pejabat berwenang lainnya di

Kementerian Sosial serta Bupati Kabupaten Bogor dan Kabupaten Bekasi.

b. Pendekatan
Taskap ini menggunakan pendekatan dengan perspektif kepentingan
nasional untuk kesejahteraan masyarakat dengan analisis multidisiplin ilmu

sesuai dengan kerangka teoritis yang penulis gunakan.

6. Pengertian

Dalam penulisan ini digunakan beberapa pengertian yang relevan untuk
mendukung gagasan penulis, yaitu:

a. Usia produktif adalah usia penduduk rentang 15 tahun hingga 65 tahun,

dengan kondisi kesehatan yang memungkinkan untuk bekerja atau

8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan XXVII (Bandung: PT. Remaja
Rosda Karya, 2010), h. 4 .
9 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, h. 9-10.



aktivitas produktif lainnya. Berdasarkan data BPS dari hasil sensus
penduduk (SP) 2020, jumlah penduduk Indonesia adalah 270,20 juta jiwa.
Dari angka itu, jumlah penduduk produktif Indonesia sebanyak 70,72
persen.’0

b. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material,
spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu
mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.!
Sementara Kesejahteraan sosial menurut Perserikatan Bangsa Bangsa
(PBB) dalam Suharto (2005) adalah kegiatan terorganisasi yang bertujuan
membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan dasarnya
dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga
dan masyarakat.?

c. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada
seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu,

dan/atau rentan terhadap risiko sosial.’?

0 Badan Pusat Statistik (BPS), "Berita Resmi Statistik: Hasil Sensus Penduduk”, Berita
Resmi Statistik No. 7/01/Th. XXIV, 21 Januari 2021, (Jakarta: BPS, 2021), h. 1.

" Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009, Tentang Kesejahteraan Sosial
bab | Pasal 1.

12 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, Bandung: AIFABETA, 2005, him. 34.

13 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan
Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Pasal 1 ayat 1.






